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Abstract 
Research has a long-term goal is to to determine and assess the application of diversion in criminal investigations 
in the field of traffic by the child. The method of approach used in this research is normative juridical which is the 
study descriptive qualitative analysis. Results and discussion describes the handling of cases of children facing the 
law especially in the handling of cases of traffic accidents resulting in the loss of life of the victim. Police 
investigators, particularly the Investigators of the Accident of Traffic (Lakalantas) fixed based on Law Number 11 
Year 2012 on Juvenile Criminal Justice System and the various rules regulations other supporting both formal and 
informal that is formally based on the various laws and regulations that exist with promoting the principles of 
restorative justice so that achievement of the diversion, and informally to promote the concept of restorative justice 
against the parties involved in a deliberation to reach a peace agreement. 
Keywords: Children, Criminal, Diversion, Traffic. 
 
Abstrak 
Penelitian mempunyai tujuan jangka panjang yaitu untuk untuk mengetahui dan mengkaji penerapan diversi dalam 
penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah yuridis normatif yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif. Hasil dan pembahasan menjelaskan 
penanganan perkara anak berhadapan hukum terutama pada penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Penyidik Polri khususnya Penyidik Kecelakaaan Lalulintas (Lakalantas) 
tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 
berbagai aturan peraturan pendukung lainnya baik secara formal maupun informal yaitu secara formal dengan 
berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dengan mengedepankan prinsip- prinsip 
keadilan restoratif sehingga tercapainya diversi, dan secara informal dengan mengedepankan konsep restorative 
justice terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai.  
Kata kunci: Anak, diversi, lalu lintas, tindak pidana.  
 
I. Pendahuluan 
Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan 
juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang 
sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun 
sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu 
lintas.1 
                                                          
1  Yuniar Ariefianto, Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, dikutip dari 
https://media.neliti.com/media/publications/114794-ID-penerapan-restoratif-justice-dalam-penye.pdf, Senin 1 
Juni 2020, hlm. 2  
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Anak pelaku kejahatan merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dimana anak 
tersebut telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana.2 Batas usia anak memberi pengelompokan terhadap seseorang 
untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah 
pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga 
anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang 
bertangung jawab secara mandiri terhadap perbuatan- perbuatan dan tindakan-tindakan hukum 
yang dilakukan anak itu.3 
Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, 
yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, 
sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan 
belas) tahun dapat dijatuhi tindak pidana.4 Mengingat ciri dan sifat khas dari pada anak dan demi 
perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib di sidangkan 
dipengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan pidana umum.5 
Penyimpangan norma hukum yang dilakukan oleh remaja merupakan sebagian dari 
masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah tersebut merupakan suatu gejala 
kehendak- kehendak yang kurang baik, yang dapat menyebabkan perbuatan melanggar hukum 
yang berlaku.6 Penyimpangan perilaku remaja itu banyak diwujudkan dalam bentuk 
brandalan,genk motor, tawuran, teroris, premanisme, narkoba, pelecehan seksual, dekadensi 
moral.7 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
menjelaskan jenis-jenis Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) 
bagian yaitu Lakalantas ringan yang mengakibatkan korban materiil, Lakalantas sedang yang 
mengakibatkan korban luka berat dan Lakalantas berat yang mengakibatkan korban meninggal 
dunia dan dijelaskan juga bahwa untuk kasus Lakalantas ringan yang mengakibatkan korban 
materiil dapat diselesaikan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak 
yang terlibat.  
Sedangkan Lakalantas sedang dan Lakalantas berat walaupun pengemudi, pemilik, 
dan/atau perusahan angkutan umum wajib memberi bantuan kepada korban berupa biaya 
pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tetapi 
dalam prakteknya terdapat beberapa kasus Lakalantas  sedang yang menyebabkan korban luka 
berat dan Lakalantas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia diselesaikan secara 
kekeluargaan menggunakan pendekatan perdamaian dengan menggunakan konsep keadilan 
restorative /restorative justice.8 
Keadilan restorastif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat  
didalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu 
kejadian untuk membuat segala sesuatunya lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak dan 
masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang 
tidak mendasarkan balas dendam. Karena kasus Lakalantas yang melibatkan anak dibawah umur 
sebagai pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum maka proses penyidikannya menggunakan 
hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
                                                          
2  Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ,Tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak selanjutnya 
disebut UU SPPA 
3  Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi Hukum Perlindungan Anak, Gramedia   Widiasarana Indonesia, 
Jakarta, 2000, hlm.24 
4  Penjelasan Umum Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
5  Ibid.  
6  Marwan Setiawan, Karajteristik Kriminalitas Anak & Remaja,Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm.97 
7   Ibid. 
8   M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum,Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm.132 
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Pidana Anak (UU SPPA) hal ini sesuai dengan asas hukum perundang-undangan Lex Specialis 
Derogate Lex Generalis.9 
UU SPPA mengatur keseluruhan proses perkara  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  
mulai  dari  tahapan penyidikan sampai pada tahapan pembinaan setelah menjalani pidana. Pada 
tingkat penyidikan polisi dapat menentukan bentuk diversi terhadap suatu perkara anak melalui 
otoritas diskresi polisi.10 Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus–kasus yang diduga 
melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal kepenyelesaian damai antara 
tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau 
masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.11 
Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/ 
walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial 
profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restotatif.12Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim 
dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan; a. kategori tindak pidana. Penjelasan Pasal 9 
ayat (1) Huruf a ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana 
semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku 
tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, 
yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun.13 b. Umur Anak; umur anak dalam ketentuan ini 
dimaksud untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur semakin tinggi 
prioritas Diversi.14 c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing kemasyarakatan.15 Berdasarkan uraian 
latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :Apakah penerapan 
diversi oleh penyidik telah efektif untuk dapat menangani anak sebagai pelaku tindak pidana 
dibidang lalu lintas?  
II. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang yaitu 
penelitian yang akan dilakukan lebih ditujukan kepada peraturan tertulis, peraturan perundang 
undangan dan bahan hukum lainnya, untuk data yang bersifat sekunder didapatkan mealui buku-
buku yang ada diperpustakaan dan juga dari media masa berkaitan dengan artikel dan jurnal jurnal 
yang berkaitan..16 Sumber Data yakni data primer dan data sekunder serta Data tertier, atau sering 
dikenal sabagai data penunjang. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan 2 cara yakni studi 
pustaka dan interview atau wawancara.  
Metode Pendekatan, dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu 
metode pendekatan dimana proses penyelidikannya meninjau dan membahas obyek dengan 
menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis, kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 
Metode Analisis Data yakni Deskriptif kualitatif. 
III. Hasil dan Pembahasan 
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak penyelesaian hukum 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka peradilan semakin mengedepankan nilai-
nilai keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap 
                                                          
9  Cristine S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, RinekaCipta, Jakarta, 2011, hlm. 392 
10  UU No.22 Tahun 2002, tentang Kepolisi Negara Republik Indonesia  
11  M. Nasir Djamil,Op.Cit.hlm.137 
12  Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA 
13  Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Huruf a, UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA 
14  Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Huruf b, UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA 
15  Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012, tentang SPPA 
16  Maria SW, Sumardjono, Pendoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, Penerbit Gramedia 
Pustaka Utama. Jakarta, hlm. 10.  
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anak. Nuansa keadilan diversi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut 
menjadi muatan yang benarbenar membawa angin segar dalam konteks penyelesaian tindak 
pidana. Sehingga penyelesaian tidak lagi bertujuan untuk pembalasan semata tetapi ditekankan 
kepada pemulihan kembali dalam keadaan semula.17 
Restorative Justice memang sudah banyak diterapkan di berbagai negara, yang diawal abad 
ke-21 negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea dan berbagai negara di Eropa 
sudah mulai menerapkan restorative justice ini, dan di Indonesia penerapan restorative justice 
agak mempengaruhi konsep pemidanaan yang ada. Upaya pelembagaannya secara formil 
tercantum dalam UU SPPA yang mengedepankan diversi.18 
Misi yang dikandung dalam restorative justice yaitu : mencari solusi, memperbaiki, 
perdamaian, membangun kembali hubungan.19 Proses penerapan restorative justice dalam 
menyikapi tindak pidana yang terjadi melalui : 1. Indentifying and taking steps to repair harm; 2. 
Involving all stakeholders; 3. Transforming the traditional relationship between communities and 
their governments in responding to crime.20   
Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 16 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya akan diatur dalam 
peraturan pemerintah. Bentuk pelaksaan diversi yang diatur dalam ketentuan ini yaitu dilakukan 
melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang 
tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, dan dapat juga 
melibatkan Tenaga Kerja Sosial dan/atau masyarakat.21 
Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan 
persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluargannya, kecuali 
untuk: 
a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran. 
b. Tindak pidana ringan. 
Dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan yang dimaksud dengan “tindak 
pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjaran atau pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “pidana penjara atau pidana 
kurungan” saja, sehingga tidak sampai meliputi misalnya “pidana penjara atau pidana kurungan” 
dan/atau pidana denda “berapapun jumlahnya.  
a. Tindak pidana tanpa korban. 
b. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. 
Dalam memberikan nilai kerugian korban dalam perkara anak ini, tidak perlu sampai 
mempertimbangkan jenis dan ancaman pidana dalam peraturan yang dilanggar. 
Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 tersebut, 
disebutkan bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan “persetujuan”korban dan/atau keluarga 
anak korban serta “kesediaan” anak dan keluarganya. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan 
adalah apakah bedanya antara “persetujuan” korban dan/atau keluarganya dengan “kesedianan” 
anak dan keluarganya ? Bagaimana jika sampai terjadi semula terdapat adanya “kesediaan” anak 
dan keluarga untuk melakukan diversi, tetapi pada akhirnya tidak memberikan “persetujuan” untuk 
melakukan diversi? 
                                                          
17  Kumala Enggar Anjarani, Penyelesaian Kecelakaan Lalu lintas Pelaku Anak, Jurnal Dialektika, Vol.14, No.2, 2019, 
hlm.69 
18  Apri Listiyanto, Ambiguitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang 
Menimbulkan Korban Jiwa, Jurnal Rechtsvinding, Vol.2, No.2, Agustus, 2013, hlm. 199   
19  Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan 
Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 412  
20  McCold and Wacthel, Restorative Practices, The International Institute for Restorative Practice (IIRP), Kugler 
Publiction Journal, Vol. 85-101, 2003, hlm. 7 
21  Lindra Septheari, Maroni, Budi Rizky, Analisis Praktek Diversi Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu 
Lintas,  Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol.3, No.2, 2015, hlm. 4-5 
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Permasalahan seperti ini sering terjadi dalam suatu proses diversi pada tingkat penyidikan 
yang mana suatu tindak pidana yang menyebabkan korban sendiri tidak dapat hadir karena 
berhalangan seperti sakit di rumah sakit sehingga diwakili oleh anak dan/atau keluarga. Dalam 
pelaksanaan diversi menurut penulis bahwa praktik yang akan menentukan. Selanjutnya  meskipun  
dalam  melakukan  diversi terhadap anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 
11 Tahun 2012, tidak harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta 
kesediaan anak dan keluargannya. Akan tetapi, Pasal 10 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 
menentukan bahwa terhadap perkara anak tersebut, penyidik bersama pelaku dan/atau 
keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta dengan melibatkan tokoh masyarakat dapat 
melakukan kesepakatan diversi. 
Diversi dalam perkara anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 
tahun 2012 tersebut menurut Pasal 10 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 dilakukan oleh penyidik 
atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk; 
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; 
b. rehabilitasi medis dan psikososial; 
c. penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; atau 
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS 
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. 
Pasal 11  UU No. 11 tahun 2012 ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat 
berbentuk antara lain: 
a. perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; 
b. penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; 
c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau  LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau 
d. pelayanan masyarakat. 
Dengan adanya frasa “antar lain” dalam Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012, maka masih 
dimungkinkan adanya hasil diversi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 11 Tahun 
2012. Selanjutnya dalam Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa hasil  kesepakatan 
diversi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditanda tangani oleh para pihak 
yang terlibat. 
Setelah kesepakatan diversi ditanda tangani oleh para pihak yang terlibat, kemudian oleh 
Pasal 12 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan oleh atasan langsung pejabat yang 
bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling 
lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. 
Dengan berpedoman pada penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012, maka dapat 
diketahui yang dimaksud dengan “atasan langsung” dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 11 Tahun 
2012 adalah antara lain Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, dan Ketua Pengadilan. Sebagai 
akibatnya, yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan 
dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah: 
a. pada tingkat penyidikan: pejabat Polisi Negara RI yang ditunjuk sebagai penyidik oleh 
Kepala Kepolisian untuk perkara anak yang bersangkutan; 
b. pada tingkat penuntutan: Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum oleh Kepala 
Kejaksaan Negeri untuk perkara anak yang bersangkutan; 
c. pada tingkat  pemeriksaan sidaing pengadilan : Hakim  yang ditunjuk  oleh Ketua 
Pengadilan Negari untuk memeriksa dan memutus perkara anak yang bersangkutan. 
Sebagai akibat lanjut, maka yang dimaksud dengan “penetapan” dalam Pasal 12 ayat (2) 
UU No. 11 Tahun 2012 adalah Penetapan Ketua Pengadilan. Menurut Pasal 12 ayat (3) UU No. 
11 Tahun 2012, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung 
sejak dicapainya kesepakatan diversi, yang selanjutnya menurut Pasal 12 ayat (3) UU No. 11 
Tahun 2012 tersebut penetapannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan, 
disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatakan, penyidik, penuntut umum, dan hakim. 
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Setelah menerima penetapan tersebut, penyidk menerbitkan Penetapan Penghentian 
Penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan. Dalam hal ini yang belum 
diatur atau ditentukan dalam Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2012 adalah bagaimana tentang tindakan 
hakim setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan mengenai hasil dari kesepakatan diversi 
tersebut dan rupanya pembentuk undang- undang bersepakat dengan adanya penetapan Ketua 
Pengadilan tersebut sudah cukup dipakai sebagai dasar oleh Hakim untuk menghentikan 
pemeriksaan perkara anak di depan sidang Pengadilan.  
Oleh  karena itu, Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa proses diversi 
peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal: 
a. proses diversi tidak mengasilkan kesepakatan; atau 
b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan “proses diversi peradilan pidana anak dilanjutkan 
“adalah perkara anak yang bersangkutan untuk dilakukan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan sidang pengadilan sesuai dengan tingkatan peradilan pidana anak untuk mendapatkan 
putusan. 
Maksud dari “proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan” adalah proses diversi yang 
sedang dilakukan tidak sampai dapat menghasilkan kesepakatan seperti yang dimaksudkan oleh 
Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2012, sebagai akibat dari proses diversi tidak menghasilkan 
kesepakatan maka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak tetap dilanjutkan.  
Demikian pula maksud dari “kesepakatan diversi tidak dilaksanakan” adalah dalam perkara 
anak tersebut sudah di peroleh kesepakatan diversi seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 UU 
No. 11 Tahun 2012, tetapi kemudian ternyata tidak dilaksanakan. 
Pasal 14 menentukan selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan 
diversi dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan dan 
pengawasan. Jika sampai kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang tidak 
ditentukan, maka Pasal 14 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pembimbing 
kemasyarakatan segera membuat laporan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim bahwa 
kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut adalah penyidik, penuntun umum, 
dan hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan penghentian penyidikan, 
penetapan penghentian penuntutan, dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah 
dikeluarkan, dan selanjutnya proses peradilan pidana anak dilanjutkan. 
Masalah anak yang berhadapan dengan hukum juga menjadi salah satu perhatian khusus 
bagi pemerintah oleh karenanya berbagai upaya dan langkah- langkah pun dilakukan dalam rangka 
memberikan perlidungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, upaya- upaya ini 
ditandai dengan diterbitkannya aturan- aturan yang mengatur tentang penanganan masalah anak 
yang berhadapan dengan hukum diantaranya Mahkama Agung mengeluarkan suatu aturan yang 
adalah merupakan pedoman pelaksanaan penerapan diversi dalam sisten peradilan pidana. 
Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Diversi adalah 
pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana dengan 
tujuan: 
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 
2. Menyelesaiakan perkara anak diluar proses peradilan; 
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; dan 
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 
Menurut PERMA 4 Tahun 2014 musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak 
yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya,Pembimbing 
kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak- pihak lainnya untuk 
mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator 
adalah hakim yang ditujukan oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang 
bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang 
Jurnal Masohi, Volume 1(1), 2020. Halaman 26-35 
  
 
32 
panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.  
Dalam PERMA 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak 
yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah 
berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur 
tahapan diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberi 
kesempatan kepada: 
1. Anak untuk didengar keterangan perihal dagwaan 
2. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal- hal yang berkaitan dengan perbuatan 
anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. 
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk 
penyelesaian yang diharapkan. 
Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat 
maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau 
dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara 
Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. 22 
Selanjutnya diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 
Tahun 2015 tentang pedoman pelaksaan diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 
12 (dua belas) Tahun, peraturan ini merupakan dasar pelaksaaan diversi dan penanganan 
Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun seperti yang dituangkan dalam UU No. 11 
Tahun 2012 Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6). Substansi yang diatur dalam peraturan ini memuat 
secara rinci mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi; tata cara dan kordinasi pelaksaan 
diversi yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadi lan; 
penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang meliputi syarat dan tata 
cara pengambilan keputusan, program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan, 
pendanaan, dan ketentuan peralihan.23Dalam penjelasan peraturan ini, proses diversi 
merupakan sebuah mekanisme baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya 
bagi Anak. Dalam proses diversi, penyelesaian perkara anak di alihkan dari proses peradilan 
pidana ke luar proses peradilan pidana. Diversi dan proses pengambilan keputusan terhadap 
anak yang berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak 
pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap 
anak serta agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Anak yang belum 
berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan karena berdasarkan 
pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, anak dianggap belum dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu terhadap anak yang belum berusia 
12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat diambil 
keputusan untuk melakukan pendidikan, pembinaan, pembimbingan oleh orang tua/wali atau 
lembaga/instansi atau LPKS.24 
Selain itu Polri juga dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum menerbitkan beberapa ketentuan yang menjadi pedoman 
pelaksanaan diversi yaitu menerbitkan Surat Telegram Rahasia (TR) oleh Bareskrim Polri 
Nomor: 1124/XI/2006 tanggal 16 November 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 
bagi Kepolisian. Telegram Rahasia (TR) ini bersifat arahan dalam pedoman pelaksanaan 
diversi. Dalam butir 2 (dua) TR tersebut disebutkan bahwa, prinsip diversi yang terdapat 
dalam konvensi anak yaitu suatu pengalihan bentuk proses pidana formal ke alternatif 
penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai baik terhadap kepentingan anak. Diversi dapat 
                                                          
22 Diakses dari website http://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2013/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-
pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak,diakses pada tanggal 1 Juni 2020. 
23  PP Nomor 65 Tahun 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangananan Anak yang belum berumur 
12 (dua belas) tahun. 
24   Ibid. 
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dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/ formal, 
mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk- bentuk 
penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Kepada 
Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi guna 
memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman 
dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami 
sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan 
mengawal anak sampai dewasa. Dalam Butir Empat TR tersebut juga dijelaskan bahwa 
dengan cara demikian setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat di proses dengan 
pendekatan diversi sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan 
sehingga anak terhindar dari proses hukum formal/ pengadilan agar anak terhindar dari 
trauma psikologis dan stigmasasi atau dampak buruk lainnya sebagai akses penegakan 
hukum. Selanjutnya dalam Butir Lima disebutkan bahwa penahanan terhadap anak hanya 
dilakukan ketika sudah tidak ada jalan lain dan merupakan langkah terakhir (ultimatum 
remedium) dan pelaksanaannya juga harus dipisahkan dari orang dewasa.  
Sejalan dengan diskresi polisi yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Polri 
dan TR Bareskrim Polri : “ Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum 
yang berlaku, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam ruang lingkup 
jabatannya, didasarkan pada pertimbanganyang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, 
dan menghormati hak asasi manusia.” Dijelaskan dalam TR Bareskrim Polri ini bahwa suatu 
pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke 
alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. 
Selain kedua bentuk Peraturan ini dikuatkan lagi dengan beberapa peraturan internal polri 
lainnya yaitu Perkap No 8 tahun 2009, tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam 
penyelenggaraan tugas Polri kemudian Telegram Kapolri (TR) No. Pol:P 395/DIT.I/VI/.2008 
tanggal 09 Juni 2008, tentang Penanganan Anak Berhadapan Hukum, kemudian Surat Edaran 
Kapolri No. B/2160/IX/2009/Bareskrim tanggal 09 September 2009, tentang Pedoman 
Penanganan Anak Berhadapan Hukum, kemudian Surat Telegram Kapolri (TR) No. 
STR/29/I/2011 tanggal 11 Januari 2011, tentang sosialisasi Surat Keputusan Bersama tentang 
Perlindungan Anak & Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum. 
Keseluruhan pengaturan tersebut dikuatkan lagi dengan adanya Surat Keputusan 
Bersama dengan beberapa kementrian terkait dengan penegakan hukum terhadap Anak 
berkonflik hukum yaitu diantaranya lewat Keputusan Bersama ( Ketua MA,  Jaksa Agung , 
Kapolri,  MENKUMHAM RI, MENSOS RI, MEN PP & Perlindungan Anak RI), Nomor: 
116/A/KMA/SKB/XII/2009/ tentang Penanganan Anak Berhadapan Hukum kemudian 
Kesepakatan Bersama (MENSOS, MENHUKHAM, MENDIKNAS, MENKES, MENAG dan 
Kapolri) Nomor: B/43/XII/2009, tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak 
Berhadapan dengan Hukum. 
Diharapkan dengan adanya beberapa peraturan tersebut, pelaksanaan diversi dan 
restoratif bisa memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak berhadapan 
hukum pada setiap kasus tindak pidana bukan pidana tertentu saja. Hal ini dikarenakan prinsip 
utama diversi dan restorative justice adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem 
peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif 
tanpa pidana penjara. Diversi sangat berhubungan dengan konsep restorative justice, dan dapat 
diterapkan apabila anak mau mengakui kesalahannya, sekaligus memberikan peluang anak 
memperbaiki kesalahannya. Diversi adalah bentuk intervensi yang baik untuk mengubah 
perilaku anak dengan adanya keterlibatan keluarga, komunitas dan polisi maka anak dapat 
memahami dampak atas tindakan yang dilakukannya.25 
                                                          
25  Kristina Agustiani Sianturi, Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi, Jurnal 
De Lega Lata, Vo. 1, No.1, Januari-Juni, 2016, hlm. 198 
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IV. Kesimpulan dan Saran 
4.1. Kesimpulan 
Polri dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak Berhadapan Hukum melalui 
kewenangan diskresi yang diberikan oleh undang- undang telah melakukan berbagai upaya yang 
terbaik dalam penanganan kasus-kasus pidana anak secara keseluruhan dan hal ini terlihat dari 
berbagai kasus pidana anak yang dapat diselesaikan melalui konsep restorative justice maupun 
melalui diversi dan berbagai aturan –aturan/ pedoman yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan 
penanganan tindak pidana anak. Terhadap penanganan perkara Anak Berhadapan Hukum terutama 
pada penanganan kasus tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas Polri tetap berpedoman pada UU 
SPPA dan berbagai aturan peraturan pendukung lainnya baik secara formal maupun informal yaitu 
secara formal dengan berpedoman pada berbagai peraturan perudang- udangan yang ada dengan 
mengedepankan prinsip- prinsip keadilan restoratif sehingga tercapainya diversi, dan secara 
informal dengan mengedepankan konsep restorative justice terhadap pihak –pihak yang terlibat 
dalam suatu musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. 
 
4.2. Saran/Rekomendasi 
Cara pandang setiap penyidik polri yang masih kaku dan terlalu legalistik terhadap setiap 
masalah Anak Berhadapan Hukum ini juga sangat mempengaruhi suatu proses diversi sehingga 
perlu adanya perubahan cara pandang yaitu agar setiap penyidik polri dibekali dengan 
ketarampilan dalam penanganan Anak Berhadapan Hukum yaitu dengan mengikuti pelatihan atau 
pendidikan kejuruan (DIKJUR) dan tersertifikasi tentang Anak Berhadapan Hukum sehingga 
setiap penyidik yang menangani masalah anak mampu dan menguasai permasalahan kasus pidana 
anak dan dapat mencari jalan keluar sehingga proses diversi dapat terlaksana dengan baik. Selain 
penguatan SDM penyidik Polri melalui berbagai pelatihan dan Kejuruan Anak Berhadapan 
Hukum perlu ditingkatkan, diperlukan juga penguatan pada bidang anggaran maupun regulasi 
yaitu belum adanya suatu Perkap tentang penanganan kasus pidana Anak Berhadapan Hukum baik 
tindak pidana anak pada umumnya maupun tindak pidana anak pada kasus kecelakaan Lalu Lintas 
yang menjadi pedoman bagi penyidik Polri dalam melaksakan tugas penyidikannya sebagai 
penyidik Anak kemudian anggaran penyidikan yang belum terbagi kepada berbagai fungsi 
penyidikan pidana anak lainnya seperti Pidana Anak Berhadapan Hukum terhadap kasus Pidana 
Kecelakaan Lalu Lintas yang dalam proses penyidikannya masih bersumber pada anggaran 
oprasional penyidikan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas pada umumnya dan hal ini juga sangat 
berpengaruh dalam penanganan kasus Lakalantas terhadap Anak. 
Daftar Pustaka 
Apri Listiyanto, Ambiguitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu 
Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa, Jurnal Rechtsvinding, Vol.2, No.2, Agustus, 2013, 
hlm. 199.   
Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, 2008. Strategi Pencegahan Penegakan Hukum 
Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung.  
Cristine S.T. Kansil, 2011. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.  
Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis 
dalam Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 
412.  
Kumala Enggar Anjarani, Penyelesaian Kecelakaan Lalu lintas Pelaku Anak, Jurnal Dialektika, 
Vol.14, No.2, 2019, hlm.69. 
Kristina Agustiani Sianturi, Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak 
Melalui Diversi, Jurnal De Lega Lata, Vo. 1, No.1, Januari-Juni, 2016, hlm. 198 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Jurnal Masohi, Volume 1(1), 2020. Halaman 26-35 
  
 
35 
Lindra Septheari, Maroni, Budi Rizky, Analisis Praktek Diversi Perkara Anak Pelaku Tindak 
Pidana Kecelakaan Lalu Lintas,  Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol.3, No.2, 2015, 
hlm. 4-5. 
McCold and Wacthel, Restorative Practices, The International Institute for Restorative Practice 
(IIRP), Kugler Publiction Journal, Vol. 85-101, 2003, hlm. 7 
Mahkamah Agung. 2013. Website: Http://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2013/keadilan-
restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak,diakses 
pada tanggal 1 Juni 2020. 
Marwan Setiawan, 2015. Karajteristik Kriminalitas anak & remaja, Ghalia Indonesia, Bogor. 
Maulana Hasan Wadong, 2000. Pengantar Advokasi Hukum Perlindungan Anak, Gramedia   
Widiasarana Indonesia Jakarta. 
M. Nasir Djamil, 1983. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur. 
Undang Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945. 
Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan. 
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak. 
Yuniar Ariefianto, Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu 
Lintas, dikutip dari https://media.neliti.com/media/publications/114794-ID-penerapan-
restoratif-justice-dalam-penye.pdf, Senin 1 Juni 2020. 
 
 
